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PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul: Kepastian
Hukum Tentang Status Keuangan Negara di Lingkungan BUMN Persero dan
Implikasinya terhadap Masalah Kerugian Negara dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Korupsi adalah \7 benar-benar hasil karya penulis sendiri, dan bukan
merupakan duplikasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya.
Seluruh kutipan yang berasal dari literatur, makalah, peraturan perundang-
undangan dan website telah dicantumkan sumbernya. Jika di kemudian hari
ditemukan adanya ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis
bersedia menerima segala konsekuensi akademis dan hukum sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 1 Februari 2011

Penulis

Agustinus F. Paskal;';;o Dadi
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INTISARI

Penelitian ini betujuan untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis tentang
kepastian hukum tentang status yuridis keuangan negara di lingkungan BUMN
Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara dalam penyelesaian
tindak pidana korupsi dan untuk menemukan pengaturan yang seharusnya
digunakan (das sollen) berkaitan dengan status yuridis keuangan negara di
lingkungan BUMN Persero dan implikasinya terhadap masalah kerugian negara
dalam tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah hukum
dan politik hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, hukum positif
seperti UUD 1945 dan paket undang-undang keuangan negara telah memberikan
kepastian hukum tentang status keuangan negara di lingkungan BUMN Persero
sebagai keuangan negara, demi menciptakan mekanisme tata kelola dan
pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel, transparan, penuh kehati-
hatian, yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Konsekuensinya, segala pengaturan hukum yang berbeda dan menimbulkan
keraguan harus tetap mengacu pada ketentuan dalam UUD 1945 dan paket
undang-undang keuangan negara. Kedua, pengaturan tentang status keuangan
negara di lingkungan BUMN Persero sebagai keuangan negara membawa
implikasi bahwa direksi dan komisaris BUMN Persero dapat dikenai tuntutan
pidana korupsi (selain perdata dan administrasi) jika dalam pengelolaan keuangan
negara di lingkungan BUMN Persero, keputusan dan tindakannya memenuhi
unsur-unsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kerugian
negara yang diakibatkan oleh keputusan dan tindakan tersebut. Hal ini didasarkan
pada good will untuk menyelamatkan keuangan negara demi meningkatkan
pertumbuhan perekonomian negara dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Kata-kata kunci: status keuangan negara, BUMN Persero, kerugian negara, tindak
pidana korupsi.



ABSTRACT

This Research aims to study, evaluate and analyze the legal certainty about the
legal status of public finance in BUMN Persero and its implication for the public
financial loss problem in solving corruption, and to find the rule mechanism
which ought to be used (das sollen) in relating to legal status of public finance in
BUMN Persero and its implication for the public financial loss problem in solving
the corruption. The kind of this research is normative research, by using the
statute approach, legal historical approach and legal political approach. This
research found that the first, Indonesian law, especially UUD 1945 and the set of
public finance statutes have given legal certainty that the finance of BUMN
Persero is Public Finance. Those rules will create accountability, transparency,
carefulness in management and responsibility mechanism of public finance that
oriented to prosperity of all Indonesian people. Because of that, all rules of public
finance in BUMN Persero should be based on UUD 1945 and the set of public
finance statutes. The second, the rule about legal status of the finance in BUMN
Persero as Public Finance implicate for the law condition that director and
commissary of BUMN Persero can be prosecuted by corruption criminal
prosecution (besides of administrative and civil mechanism), if their decisions and
acts have violated the rules in Article 2 subsection (1) and Article 3 of UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi on formal offense, without have to prove the existence of public financial
loss before as the impact of their decisions and acts. Legal spirit of those rules is
the good will to protect the public finance in order to be managed for the growth
of public economy and prosperity of all Indonesian people.

Key words: public finance status, BUMN Persero, loss of public finance,
corruption.



KATA PENGANTAR

Syukur dan madah pujian berlimpah penulis persembahkan kepadaMu
Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putera dan Roh Kudus, atas segala berkat,
rahmat dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat
melakukan penelitian ilmiah, mengumpulkan serta menyusun hasil penelitian
tersebut dalam bentuk tesis ini. Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat
akademik guna memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi
Magister 1Imu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Tesis dengan judul Kepastian Hukum tentang Status Keuangan Negara di
Lingkungan BUMN Persero dan Implikasinya terhadap Masalah Kerugian Negara
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi berangkat dari keprihatinan
intelektual penulis terhadap adanya sejumlah pendapat hukum tentang status
keuangan negara di Lingkungan BUMN Persero yang dapat berdampak buruk
terhadap tingkat akuntabilitas, transparansi, responsibilats dan kehati-hatian dalam
pengelolaan keuangan negara di lingkungan BUMN Persero. Uang negara yang
disertakan sebagai modal BUMN persero tidak dimaknai lagi sebagai keuangan
negara yang harus dikelola demi kepentingan rakyat dan dipertanggungjawabkan
kepada rakyat dalam proses pengelolaannya. Akibatnya, kerugian negara dari
aktivitas BUMN Persero terus meningkat dan mesti ditanggung oleh negara.
Kenyataan ini diperburuk dengan makin meningkatnya tindak pidana korupsi

yang dilakukan oleh direksi dan komisaris sehubungan dengan pengelolaan
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keuangan negara di lingkungan BUMN Persero. BUMN Persero yang seharusnya
memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dengan
mengelola keuangan negara, malah mengeruk keuangan negara dan menjadikan

negara bagai sapi perah.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaiakan pendidikan Magister Iimu
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